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BUPATI SINJAL o
PROVINSI SULAWIES] SEELATAN
PIERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR .‘2? TAHUN 2019
TIENTANG
- AT . " TAMA
PENETAPAN INDIKATOR l\IN[.RJA"U A ; .
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan

a. : e

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagu?ddn
rosal Y e PER/9/M.PAN/5/2007
Indikator

Menimbang
Aparatur Negara Nomor
tentang Pedoman Umum Penetapgn thato
Kinerja Utama di Lingkungan InstanSI' Pemenntd .

Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan . sebagaimana
perlu menetapkan
Indikator

dimaksud dalam huruf a,
Peraturan Bupati tentang Penetapan ator
Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Tahun 2018-2023;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
di Sulawesi

Pembentukan Daerah Tingkat II
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

5. Undgng—Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Mengingat
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11.

12.

1.

14.

-2
Nomor 58 Tabun 2005
(Lembaran

Pemerintah
Daerah

Peraturan i
» ok ceuangin
tentang Pengelolaan cuang; ’ ‘ e
Negara Republik Indonesia rahun 2005 N(l)mlm l:“
Tambahan Lembaran Negara Republhik Indonesi
Nomor 4579);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 ’I‘.',nhun 2008 .t(-ntzfﬂé
Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indon(,s:m
140 Tambahan Lembaran

Tahun 2008 Nomor 1
Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2()14 ter}tang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instapsn Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 80;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/OQ/M.PAN/5/2QO7 . tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 986);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangkfa Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);




3 -
20009 tentang

15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
Urusan Pemerintah  yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah  kKabupaten Sinjai  (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
Sin_jili Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 45);

17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2005-2025 (Lembaran

Kabupaten Sinjai
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

Nomor 57);
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang

18.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2018-2023 (Lembaran

Kabupaten Sinjai
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai

Nomor 129);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Susunan Perangkat Daerah

19.
Pembentukan dan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Nomor 93);
20. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
MEMUTUSKAN:
. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SINJAI TAHUN 2018-2023.
BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini i
pati ini yang dimaksud d :
1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai. chean
2. Pemerintahan Daerah
oleh Pemerintah Daerah

, Tahun1945,
. Pemerintah
Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggar
a

Pemerintahan  Daer
' ah yang  memimpi
pemerintahan yang meniadi emimpin  pelaksanaan  urusan
SB uklz»aﬁ adalah Bupati SiIJljai] kewenangan daerah otonom,
ekretari '
Peranngf DS::;Z l;adalzh] S}(lekretaris Daerah Kabupaten Sinjai
Perwakilan Rt w2l UNsur pembantu Bupati da
ati
pemerintahan ayat .Da_erah dalam penyelenp tan Dewan
yang menjadi kewenangan daerah sgaraan  urusan

ISARS RN




but KU adalah ukuran

: ; ani I8¢
. Kineii ama yang selanjutnya dis : jalat
Indikator kinerja Utama yang is Organisasi

" reberhasilan dart suatu tujuan dan sasaran strateg
BAB 1l '
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

juan penetapan IKU adalah: ' ‘ ) L
?J untL?k merr?peroleh informasi kinerja yang pcr.mng dan diperlukan dalam
penyelenggaraan manjemen kinerja secara bal.k; dan ' .
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan da‘rl pencapaian suatu tu']'i
dan sasaran strategis organisasi yang d}gunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

(1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
a. IKU Pemerintah Daerah; dan
b. IKU Perangkat Daerah.

(2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada gyat (1) huruf a,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
(1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.

(2) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB III
DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:
menetapkan rencana kerja tahunan;
menyusun dokumen penetapan kinerja;
menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

o op

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

(1) IKU Pemerintah Daerah tercantum dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 sebagai
indikator sasaran.

(2) Penetapan IKU Perangkat Daerah mengacu pada IKU Pemerintah
Daerah. P




(3) Penetapan 1Ky

meliputi ingijk
(outcome) den ga

ator kinerja kelu
n ketentuan se

. aran (output) dan hasil
a. IKU Pemporin, h D bagai berikut:
. ‘Inta aerah paling at indilks asi
(outcom.e);dan paling kurang memuat indikator hasil
b. IKU Perangkat Daerah p
(output) sesy

aling kurang memuat indikator keluaran

usan, tugas dan fungsi.

(4) Penetapan IKU selain mengacu se
dan ayat (2), jug

& mempertimb
a. pelaksanaan urusan Pe

ai dengan yr

bagaimana dimaksud pada ayat (1)
angkan hal-hal sebagai berikut:

merintah Daerah yang dilasanakan oleh
Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi;
kebutuhan informasi 1

Kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas
Kinerja;

kebutuhan dan data s
d. kelaziman pada

b.

tatistik Pemerintah Daerah; dan

bidang tertentu dan perkembangan ilmu
pengetahuan.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
v Pasal 7

i ini dilakukan oleh
turan Bupati i an
inaan atas pelaksanaan Pera . engembang
(1) Is)erliﬂ:tr;iis Daerah melalui bagian yang mem?ll‘li;%%llp:ten Sinjai.
k-e o a Perangkat Daerah pada Sekretariat Daera
inerj

i ini dilakukan oleh
asan atas pelaksanaan Peraturan Bupati 1ni di
aw Per:
? i):;lpgektorat Daerah Kabupaten Sinjai.

Pasal 8
i ngkan.
turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundang ) )
o i engundanga
tiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng
Agar s€

erita Daerah
n Bupati ini dengan penempatannya dalam B

Peratura Bupea

Kabupaten Sinjail.

Ditetapkan di Sinjai

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal .74 Mer oo (?

KABUPATEN SINJAI




6.
‘{,AMPuaAN
ERATURA ’
N BUp
NOMok  CUPATI SINga
INDI . TAH 1
s KATOR KINER A TENTANG [,I,NmUN 2019
a,; S * PENETA "
saran Strateaﬁ UTAMA PEMER, SINJAI TAHUN 201};'\{‘ INDIKATOR KINERJA 17
Indik NTAH DAERAK e WA UTAMA PEME#INT A <,
— : 2 1Kator anerja Utarn INJAL HIAR DALPAY ¢y B ppme
judnya integrasi a TAHUN 2018207 TN
dan peng perencanaan s 123
ganggaran serta m . R ﬁ Nilai Ak 3 atuan
dan evaluasi berbasi onitoring SAK untabilitas Pemery
asis elektronik (SAKIP) Merintah Daeray —
Perangiat Da . T
s B Vaerar Peranggzing
AA/A/BB/B/CC/C Nilai Laporan Kinerj R
2 |Opini Kabupaten Sinia; oo & diPeroleh Pemerintal [i\'m
pini Lapor /D injai untuk La ;- TneTian -
an KeUan an sebelumn a dari poran Kine - 1? s a —
g : Bt ya dari Kementerian Pe, erja tahun 1 Daers '
Terpenuhinya stand Disclaimer/WDP atur Negara dan Reforma o 1“ fusan bidang o e
minimal ar pelayanan 3 /WTP Nilai La s Birokrasi R [<Ctatalaksanaar
imal dalam penyelenggaraan Indeks kepuasan masyarak, poran hasil pemeriksaan BPK RI 1 :
urusan waji 7 at . v 2 kil {
ajib pelayanan dasar pelayanan dasar atas Nilai Indeks Sulawesi Selatan pemaiien 1%'“@"‘" Daerah arg
hoisan biflang kothanam |
. g keuangan
Total dari nilai persepsi per |Perangiat Daerak yang menargar
unsur -
x 100%
B
erkembangnya pelayanan umum 4 |Indeks ke ot s yang e
Strbategls yang menempatkan Sinjai pelayan puasan masyarakat atas Nilai Indeks
sebagai sentra pel an umum yang strategis o
pelayanan gl Total dari nilai persepsi per
unsur
x 100%
Meni - total unsur yang terisi
o le{ngkatnya taraf hidup masyarakat | S Angka Kemiskinan = yang terisi
mampu en
P Jumlah keluarga miskin di
Kabupaten Sinjai
x100% |
Jumlah keluarga di Kabupaten |
Sinjai
Berkembangnya iklim usaha dan 6 |Tingkat Pengangguran Terbuka persen Jumlah pengangguran
investasi
// Jumlah angkatan kerja
- — —1 : : : ersen Jumlah kontribusi sektor Perangkat Daerah vau TRTANERH
Meningkatnya produktivitas sektor- 7 |Kontribust sektor pertanian dalam P " p::tamw b L1000 |urusan mdang pertanis’
sektor perekonomian masyarakat PDRB _ﬂm’
um
// persen Jumlah kOl\"'\bUS.‘ sektor
8 |Kontribust sektor industri dalam PDRB industri
Jumlah PDRB
contribusi seKtor jasa
/// persen Jumlah kontrt
—1 e iasa dalam PDRB
tribusi sektor jasa
9 |Kontr! Jumlah PDRB




\
Sasaran Strategjs

Memngkatuya Produktivitag
Sumber peng ;

Umber
apatan daerah

8 Meningkamya der
masyarakat

ajat pendidikag

T

———

10

-7-
Indj i
nNdikatey I\merja Utamgq

K " p Satus
Ontribusi pAp terhaday, Penda e
Patan

persen

11

Angka rata-rata lamg sekolah

Ol‘ang

12f{Angka harapan lama sekolah

orang

13|Angka Harapan Hidup

tahun

Meningkatnya aktivitas keagamaan

15

14 |Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan

\\

. 4

Rumus

Jumlah kontribys; sektor
Pendapatan

Jumlah PpRE

umlahpenduduk usia 15 tahyp
ke atas dan lama pendidikan
yang dxtamatkan/dijalani

x 100%
Jumlah pPenduduk usia 15 tahun

Penjumlahan dar; penduduk
yang bersekolah usia 7-23 tahun
menurut umur x 100°%
Ja

Jumlah penduduk usia 7-23
tahun

Angka harapan hidup dihitung berdasarkan An

Kematian Menurut Umur (Age Specipic Dear
Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari cata
registrasi kematian secara bertahun-tahun seh

h
tan

orang/perempuan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

% 100%

e T T

gka |°

ingga |
dimungkinkan dibuat tabel kematian (surveyi

Perangya Daer

ah Papa.. .
Tialigy ..
o i awy),

Perang}:at Daer
Urusan biday

Peran aktif perempuan dalam kehidupan

i
|
|
|

ekonomi dan politik.

Peran aktif perempuan dalam kehidupan
ekonomi dan politik mencakup partisipasi
berpolitik, partisipasi berekonomi dan
pengembilan keputusan serta penguasaan
sumber daya ekonomi

Dalam perhitungan IPG ada 3 komponen
penyusun [IDG yaitu keterwakilan di parlemen

pengambilan keputusan dan distribusi
nendapat

{Perangkat Dasrah vang menangar:
|urusan bidang pemberdayaar
‘lperempuan

|
|
|
|
|
]
|
]
|
1
|
\

10

Cakupan aktivitas keagamaan (Jenis

persen
Aktivitas)

Jumlah aktivitas keagamaan
yang dilaksanakan -

Jumlah aktivitas keagamaan
yang direncanakan

Berkembangnya aktivitgs pada
sarana/prasarana public kecamatan

16

PRC, sport center
dan pasar

i ana/

akupan ketersediaan sar ,
;C):rasalr)ana publik kecamatan (PRC, spor
center dan pasar)

I

I B

Sarana dan prasaran publik
vang ada
kecamatan yang —

Sarana dan prasaran publik
a

R

a
kecamatan yang harus ad

|Perangkat Daeral: yang menangan

:
|

rusan bidang Kesra




No \ﬁ\__&
Sasaran Strategis Inditee . G S 8
ndikator Kiney| R T
) . Ja U(mna ) W . =
11 Menmskﬂﬁlya {\kses1bi[nds Wil'l\"’\h ?‘P\—\ Satuan R [ T—
Ay H 7 10 N S i S Urmnus |, S
konp;:x§1b}\.\ll(1‘|‘\xlg_]armp’,unjulem dalam e SO | Perangrar Dasras, po o
ats: bay e e —— — TRk, g aw
Panjang jalun kabupaten dalar, T 4
. kondisi baik {Perar
Pani T x100% |
18 M anjang jalan seluruh kabupar;n‘
Pengguna pelabyh |
terminal than dan Kendaraan ‘_\N-—\\_‘,ﬁ_w_
Total jumlah kendaraan yang masuk pelabuhan darn ;/*m
12 Terpe-nuhixhlya kebutuhan air minum | 19 | Persentase Penduq el gt
sehari-han © renduduk yang mengakses persen
sumber air minum Jumlah penduduk yang
memperoleh layanan air bersip, : .
baik dari PDAM dan sumber ai; Lo || orengeat Dasrah yung menarga;
bersih lainnya XA fur rdas e
T Alalal
— - Total penduduk
13 |Terpenuhinya sarana/ prasarana 20 |Cakupan ketersediaan Rumah Layak persen
perumahan dan pemukiman Huni Jumlah rumah layak huni pada
kurun waktu tertentu
x 100
Jumlah seluruh rumah pada
kurun waktu tertentu
21 |Presentase Lingkungan Pemukiman persen ' _—
kumuh Jumlah pemukiman kumuh
x1
Jumlah pemukiman di
Kabupaten Sinjai
22 |Persentase Gangguan K3 yang persen Jumlah K3 yang ditangani
14 |Berkurangnya gangguan tertangani x1
dan ketertiban umum o
ketenteraman Jumlah K3 yang [e!]adl
Adipura Adipura yang diperoleh Pemm
- an Penghargaan Adipura yotis ey Lin
: kebersihan, keindahan | 23 Penghargaan Lingkung Kabupaten Sinjai dari Kementenan ‘_ g
15 |Terpeliharanya ;ce. _— i — Hidup dan Kehutanan Rl —
dan lingkungan hidup perkotaan .
ra alam can
sumber day Desa Jumlah desa tangguh benGanA 0 Nenr2ana
I uh bencana u x I
24 |Jumlah desa tangg & —
: ra kapasitas daerah dalam Jurnlah seluruh desa ———
16 |Meningkatny a Kabupaten Sinjal
penanganarn bencan L/_
e
/—"/‘/’




